SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 488 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BANTUL

Menimbang

Mengingat

BUPATI BANTUL,
bahwa dalam rangka pembinaan karir Aparatur Sipil
Negara yang menduduki Jabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Penilai Angka
Kredit pada setiap wusulan penetapan angka kredit
Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan
Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten
Bantul;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950
Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan
Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);

5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Tata Kerja Tim Penilai Dan Tata Cara Penilaian Angka
Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 481);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang
Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
486);

7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI

ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA
PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BANTUL.



KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bantul, dengan
susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Bupati ini.

: Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU mempunyai tugas:

1. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan
oleh pejabat penilai;

2. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai
capaian tugas jabatan;

3. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau
jenjang jabatan;

4. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian
capaian tugas jabatan;
memberikan pertimbangan penilaian SKP;
memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang
Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan
dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi,
serta keikutsertaan Pengelola PBJ dalam pendidikan dan
pelatihan; dan

8. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh
Bupati Bantul yang berhubungan dengan penetapan
angka kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan

Barang/Jasa Kabupaten Bantul.

: Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU memiliki masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan

dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.



KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 6 Desember 2021
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1.

a K b

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

Ketua DPRD Kabupaten Bantul,

Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul;

Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

NIP. 196802081992031007



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 488 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI
ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL PENGELOLA
PENGADAAN BARANG/JASA

KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA

PENGADAAN BARANG /JASA

NO | JABATAN DALAM JABATAN DALAM DINAS KETERANGAN
TIM

1 2 3 4

1. | Ketua Sekretaris Daerah Kabupaten
Bantul

2. | Sekretaris Unsur Badan Kepegawaian dan | Danang Wijayanto, A.Md
Pengembangan Sumberdaya
Manusia Kabupaten Bantul

3. | Anggota Unsur Bagian Pengadaan | 1. Anang Yulianto, S.Si.
Barang dan Jasa  Setda. | 2. Sri Hartini, S.IP

Kabupaten Bantul

3. Slamet Widodo, S.IP

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH




